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Cakupan pelayanan kesehatan dasar °
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) DANA I N IS IATI F.
bidang kesehatan di kabupaten/kota

bukan membutuhkan dana yang sedikit, :

namun Kementerian Kesehatan SPM Bldang Kesehatan:
menyampaikan bahwa sesungguhnya

banyak dana yang sudah diturunkan dari Sa tua n BEba n PElaya nan
tingkat nasional, walaupun tersebar dan o

tidak langsung menjadi APBD (unlt COSt) dan Bantuan
Kabupaten/Kota, selain alokasi khusus

bidang kesehatan. Keuangan Khusus
Kesehatan

Provinsi Sulawesi Utara memahami
kebutuhan kabupaten/kota, namun tidak
mudah untuk mencapai kesamaan
pandang antara kabupaten/kota dengan
provinsi dalam melihat nilai dana yang
dibutuhkan untuk mencapai target SPM.
Kesamaan pandang dan pemenuhan
target SPM dapai dicapai bila dibantu
danayangbersumberdariprovinsi.

Tantangan atau Peluang

Perlunya standaryang sama atas beban pelayanan per
satuan (unit cost) dalam menghitung kebutuhan dana
untuk pencapaian SPM bidang kesehatan di
kabupaten/kota dengan perbedaan antar-puskesmas
sebagaisatuan pelayanan.

Bagaimana ini bisa tercapai di Provinsi
Sulawesi Utara, atas prakarsa BAPPEDA
bersama Dinas Kesehatan Provinsi
dengan bantuan teknis BASICS, inilah
yang membuat praktek ini menjadi
menarik.

Penyelenggaraan pelayananan
kesehatan dalam cakupan SPM
dilaksanakan utamanya oleh satuan
pelayanan (puskesmas di tingkat
kecamatan) dengan perbedaan
tipologi antar-puskesmas berupa
sarana, prasarana, fasilitas,
jangkauan/ akses (kondisi geografi).

Perbedaan tersebut menimbulkan
biaya pelayanan antar-puskesmas
yang juga berbeda. Seharusnya
beban pelayanan per satuan (unit
cost) memilikistandaryang sama.

Belum ada kajian yang
memperhitungkan unit cost SPM
bidang kesehatan dengan standar

yang sama, pada satuan pelayanan
(puskesmas) yang berbeda tipologi. Ada
beberapa kajian namun lebih terfokus pada
perhitungan kebutuhan biaya kesehatan dan
operasional di satuan pelayanan (puskesmas
dan RS) maupun perangkat pelayanan (SKPD
Kesehatan) secara umum dengan pendekatan
jumlah penduduk yang dilayani atau data
makro lainnya.

Kajian untuk memperhitungkan unit cost SPM
bidang kesehatan dengan 18 cakupan
pelayanan kesehatan mengharuskan
pemahaman atas 110
standar/pedoman/petunjuk mengenai
pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk,
penyakit umum, promosi kesehatan, dan
farmasi,dengan mempelajari 37 sumber data.
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Perbedaan tipologi antar-puskesmas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

membutuhkan kajian dan analisis yang melalui inisiator BAPPEDA dan Dinas

dapat membedakan aksesibilitas Kesehatan Provinsi memandang perlu

pelayanan. adanya kajian unit cost sebagai alat untuk
menghitung pendanaan yang dibutuhkan

Perlunya kemudahan dalam dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan

memperhitungkan kebutuhan dana oleh kabupaten/kota.

yang diwakili dalam beban pelayanan

per satuan cakupan pelayanan, yang Unit cost harus dipadukan dengan

dapat dibedakan berdasarkan tipologi database SPM kesehatan dalam

aksesibilitas pelayanan. memperhitungkan kebutuhan dana

untuk pencapaian SPM.
Penentuan unit cost SPM bidang

kesehatan berkaitan erat dengan Peran Provinsi dalam mendukung
dukungan Bantuan Keuangan Khusus pendanaan yang bersumber dari APBD
provinsi yang terarah dan terkendali Provinsi untuk dialokasikan kepada
untuk mempercepat pencapaian SPM. kabupaten/kota melalui mekanisme

transfer antar APBD masih belum banyak

Proses Penyusunan Unlt Cost dilakukan. Karena dana transfer menjadi
| - "':"' APBD kabupaten/kota, maka
S pengalokasian bantuan keuangan

provinsi membutuhkan pengaturan yang

‘ L mengikat dan memuat perencanaan,

pengendalian, pemantauan, pengawasan

dan pelaporanterpadu.
= {IDitect Cost x Indeks
..
atan - | ”

+ Saving Cos:

Langkah yang telah diambil

Kajian beban pelayanan kesehatan per satuan cakupan menghasilkan koefFisien tiap item
kebutuhan pelayanan kesehatan, yang dikelompokkan pada obat/bahan kimia, peralatan
kesehatan dan jasa.

Penetapan konsep yang matang dan pemilihan tim kajian/narasumber yang handal.
Ketepatan menentukan anggota tim kajian dan keahlian nara-sumber merupakan
keberhasilan awal setelah adanya konsep yang matang. Narasumber ahli mencakup aparat
Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan keahlian bidang tugas,
sedangkan kepala puskesmas untuk penata-laksanaan dan operasional di satuan pelayanan
kesehatan.

dicapai pemahaman atas 110 standar/pedoman/ petunjuk mengenai pelayanan kesehatan

2 Pemahaman standar cakupan pelayanan minimal. Dalam melaksanakan kajian harus
ibu dan anak, gizi buruk, penyakit, epidemik/kejadian luar biasa (KLB) dan promosi
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kesehatan, dengan memper-hatikan 37 jenis sumber data dan mempelajari 153 langkah
kegiatan standar cakupan pelayanan dalam definisi operasional, serta 9 peraturan mengenai
ketentuan sarana/prasarana puskesmas, standar harga farmasi dan alat kesehatan. Dengan
pemahaman dan pertemuan dalam diskusi formal, informal dan wawancara langsung dengan
narasumber ahli, kemudian diputuskan bahwa kajian akan diprioritaskan pada 11 dari 18
cakupan pelayanan, dan 2 dari 4 jenis pelayanan selain kesehatan rujukan, epidemik/KLB dan
promosi kesehatan.ketentuan sarana/prasarana puskesmas, standar harga farmasi dan alat

kesehatan.

Pengkajian beban pelayanan per satuan
cakupan (unit cost). Kajian 11 cakupan
pelayanan kesehatan dikelompokkan menjadi
tiga kajian unit cost, yaitu: kesehatan ibu,
kesehatan anak (bayi dan balita), dan penemuan
dan penanganan penyakit. Satu kajian lagi
dilakukan untuk aplikasi Excel untuk
perhitungan yang menyatukan hasil dari tiga
kajian tersebut, dengan patokan harga pada
tahun dasar untuk obat dan bahan kimia,
peralatan kesehatan, dan jasa medik/non-
medik dan nakes.

Pengujian hasil kajian unit cost. Kajian 11
cakupan pelayanan kesehatan minimal
menghasilkan 35 unitcost, yang kemudian
dilakukan pengujian melalui serial diskusi
kelompok fokus (FGD) dengan narasumber,
maupun menghimpun masukan melalui
lokakarya.

Penggunaan metode tak langsung (indirect
method) dalam penentuan indeks kemahalan.
Karena tidak tersedianya indeks yang
didasarkan data perbedaan hargariil daribarang

yang berkaitan dengan kesehatan (indeks @

kemahalan bidang kesehatan), maka proxy
perhitungan indeks kemahalan menggunakan
varibel-variabel yang berkaitan erat dengan
penyebab kemahalan dalam mengakses
pelayanan kesehatan.

Perhitungan Indeks Aksesibilitas. Perhitungan
Indeks Aksesibilitas dilakukan dengan dua
tahap, yaitu: pemilihan variabel dari data
tersedia, dan modelling dan skoring nilai indeks.
Variabel terpilih mencakup jarak ke fasilitas
kesehatan (minimal ke puskesmas di
kecamatan), kemudahan transportasi ke
fasilitas, tipe transportasi (darat, air), jarak dan
waktu tempuh, kemudahan akses ke wilayah
referensi (ibukota provinsi, Manado),

Empat langkah penghitungan unit cost:

2) Pembentukan o
variabel unitcost,
menurut;
panduany pedomal
standar pelayanan
kesehatan

1) Penentual
pelayanan (direct/indirect) menurut
+kelompok kategori

= A

Analisis dan Perhitungan
KoefisienVariahel

el =4) Contoh 3
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CAKUPAN BALITA GIZ| BURUK MENDAPAT PERAWATAN

SPM Unit Kesehatan

Kajian aksesibilitas kesehatan dilakukan
dengan pendekatan modelling statistik
menggunakan sumber data Potensi Desa
(Podes) dari BPS tahun 2010 untuk
memperoleh koefisien alokator antar-
kecamatan sebagai Indeks Aksesibilitas
pelayanan kesehatan faktor pengali dalam
perhitungan unit cost SPM bidang kesehatan.




keberadaan penduduk di daerah sulit, Penggabungan Unit Cost dengan Indeks
topografi, cluster aksesibilitas kecamatan dari ~ _ Aksesibiltas

perspektif dari wilayah referensi (sebagai s
variabel dependen). Kemudian dilakukan
modelling dan skoring, yaitu membuat cluster a
kecamatan menurut kategori tingkat kesulitan
akses, mendapatkan skor yang dijadikan indeks

aksesibilitas pelayanan kesehatan.

2 IMINAHASA UTARA LIKUPANG BARAT 1,22 Rpl 769.000|
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Penggabungan perhitungan unit cost dan Inde|
kesehatan yang berlaku untuk tiap kecamatan .
cakupan pelayanan kesehatan dengan Indeks Akse5|b|lltas pada kecamatan tempat
puskesmasitu berada.

Simulasi penggunaan unit cost untuk
informasi perencanaan anggaran. Grafik garis
di bawah menunjukkan perbandingan —
perencanaan anggaran padatahun2012dilima '
kabupaten/kota, antara kebutuhan dana __
pelayanan kesehatan ibu hamil baru (dihitung iy

dengan unit cost, garis biru) dengan anggaran ... |
SKPD kesehatan (garis merah), dengan target ==

200000000 |

sasaran ibu hamil digambarkan pada pie-chart. e :

Walaupun masih perlu diperhitungkan e g i
kemampuan keuangan (financial capability) T —
masing-masing kabupaten/kota menurut WAnggaran Belanja (Rp) M Perhitungan Unitcost untuk Bumil Baru {Rp/Bumil K1}

urusan kesehatan, namun simulasi ini Perbandingan Anggaran SKPD Kesehatan
menunjukkan kesenjangan kebutuhan dana dengan Perhitungan Unit Cost Belanja Ibu
yang cukup besar. Karena itu Provinsi Hamil

Sulawesi Utara dalam berupaya memperkecil

kesenjangan tersebut memberikan Bantuan

Keuangan Khusus Kesehatan yang didukung

denganregulasiprovinsi. Memperkuat regulasi provinsi yang
memuat porsi alokasi terencana!
Penyusunan regulasi. Diawali dengan studi kinerja terukur?dan monev

referensi dan ketentuan (peraturan, program terkendalii melalui mekanisme
prioritas urusan kesehatan, mekanisme transfer antara APBD provinsi-
persyaratan program, penatausahaan dan kabupaten/kota dengan
pelaporan keuangan). Pendampingan tanggungjawab yang jelas sesuai
dilakukan dalam penyusunan rancangan kewenangan.

peraturan, dengan hasil akan dikonsultasikan

kepada kementerian' Rancangan Peraturan 1Perencanaan bantuan ini dikembangkan dari mekanisme BASICS
Gubernurini masih dalam proses di Biro Hukum Responsive nitiative (BRI).

PrOVinSi SUlaweSi Utara, dengan beberapa 2Kinerja terukur dikembangkan dengan mengkombinasikan indikator

penerapan SPM dan pencapaian TPM (Tujuan Pembangunan Milenium /

aspek kunciberikutini: MDGs).

3Monitoring dan Evaluasi (monev) dikembangkan dengan pendekatan
multipihak komponen Peningkatan Kapasitas BASICS bagi OMS dan
legislatif, serta tujuan efektivitas dengan menggabungkan kesesuaian
kinerja capaian program dan keuangan secara bersamaan dan terpadu.




. Perencanaan program/kegiatan dipenuhi dengan tiga kriteria, yaitu
kriteria umum dari segi kemampuan keuangan, kriteria khusus dari segi
keterjangkauan/akses pelayanan, dan kriteria teknis menyangkut indikator
SPM dan target TPM (MDGs). Kriteria Umum diperhitungkan dengan
formula:

Kemampuan
Keuangan

Kriteria Khusus memperhitungkan karakteristik kabupaten/kota
berdasarkan geografi: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan,
daerah tertinggal/ terpencil, dan daerah perkotaan, diperhitungkan
dengan Indeks Aksesibilitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga
mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang dihitung
berdasarkan Indeks Kemiskinan (pengukuran dampak kemiskinan terhadap
kesehatan). Kriteria Teknis mempertimbangkan aspek teknis dalam
pemenuhan standar kualitas/kuantitas pelayanan berdasarkan indikator
perhitungan teknis untuk pencapaian SPM dan TPM.

. Pengelolaan program/kegiatan diarahkan untuk percepatan pencapaian
SPM dan TPM, meliputi: peningkatan kapasitas SDM kesehatan di
kabupaten/kota, penguatan manajemen program dan pelayanan kesehatan
masyarakat dan pengembangan kesehatan masyarakat. Kebijakan dan arah
program sudah difokuskan untuk tiga tahun ke depan, dan untuk disiapkan
rencana kerja tiap tahunnya, dan hanya untuk upaya kesehatan bersifat
promotif dan preventif berserta kegiatan penunjangnya.

. Pengelolaan keuangan mencakup pengaturan pengelolaan Bantuan
Keuangan Khusus, yang meliputi aspek perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan akuntasi.

. Monitoring dan Evaluasi mencakup pengukuran pencapaian kinerja
program/kegiatan dan keuangan. Kinerja keuangan mengukur pada
efisiensi dan efektifitas penggunaan bantuan keuangan khusus atas
pencapaian program/kegiatan.

Perubahan dan Dampak

Pada tataran sistim perencanaan dan penganggaran pemerintah sudah memiliki
satu alat lagi untuk digunakan dalam menyusun anggaran secara lebih efisien
dan efektif dalam memenuhikebutuhan nyata di masyarakat.

Pada tataran sistim tatakelola pemerintahan berkaitan dengan desentralisasi
pelayanan publik, peran Pemerintah Propinsi dalam memfasilitasi serta
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meningkatkan kapasitas pengelolaan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota
telah menjadilebih kuat dan lebih nyata.

Pada tataran perencanaan program hasil perhitungan unit cost yang digunakan
untuk perhitungan kebutuhan pendanaan SPM bidang kesehatan kabupaten/kota
telah mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan dana Bantuan
Keuangan Khusus Kesehatan mulai tahunanggaran 2013.

Pembelajaran

Telp: (+62) 21-251-1331
e-mail : info@basicsproject.or.id

website : www.basicsproject.or.id

Penggunaan unit cost untuk perhitungan kebutuhan dana dalam memenuhi cakupan
SPM bidang kesehatan dilakukan cukup dengan mengalikan data sasaran (misalnya
jumlah ibu hamil K4) dengan unit cost untuk cakupan pelayanan tersebut.
Kemudahan ini diperoleh dari metode pengkajian yang cukup rumit dan kompleks
untuk menghasilkan unit cost tersebut. Namun untuk diadopsi kepada provinsi lain,
tidak terlalu sulit, cukup dengan memperbarui Indeks Aksesbilitas dengan sumber
data Potensi DesayangsudahdibuatdiseluruhIndonesia.

Perhitungan unit cost selain memperhitungkan beban langsung dan beban tidak
langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan sesuai SPM, juga telah
memperhitungkan simpanan beban (saving cost), yaitu beban overhead alat
kesehatan dan alat non-kesehatan yang berpengaruh pada pelayanan kesehatan
sesuai SPM. Dengan demikian beberapa peralatan kesehatan dapat selalu tersedia
karenatelah dicadangkan.

Perhitungan unit cost memerlukan jerih payah yang signifikan. Namun selanjutnya
cukup mudah dalam penerapannya karena hanya perlu dikalkulasi satu kali saja yaitu
padatahap awal untuk kurunwaktu beberapatahun.

Untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan anggaran seperta RKA,
Rencana Kerja Anggaran SKPD, unit cost ini dapat dikembangkan untuk menghitung
belanja kesehatan (dengan cakupan pelayanan sesuai SPM) pada SKPD sesuai
dengan kodefikasi dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah.

Walaupun besar manfaat dari penggunaan alat unit cost ini, namun tetap ada
tantangan dalam penerapannya. Karena hasil penghitungan yang dilakukan dengan
menggunakan unit cost mendekati kebutuhan anggaran yang sesungguhnya
diperlukan, sedangkan kebutuhan belanja daerah menurut urusan masih cukup
besar, disertai dengan kebijakan keuangan daerah yang didominasi oleh politik
anggaran, maka penggunaan unit cost seperti “menakutkan” dan tidak mudah untuk
begitu saja dimanfaatkan dalam perencanaan anggaran. Dengan demikian
diperlukan upaya ekstra untuk menjelaskan manfaat dan dampak positifnya.

Untuk pertama adanya peraturan provinsi yang memberikan alokasi dana kepada
kabupaten/kota dengan mekanisme transfer dengan peruntukkan tiga tahun ke
depan (anggaran multitahun), disertai kelengkapan ketentuan yang mengatur
tentang perencanaan jangka menengah berbasis kinerja dan kapabilitas keuangan,
dengantarget programyangsangatjelas untuk dicapai.

cowater
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